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ABSTRAK 

 

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk 

mengumpulkan dan mengolah data-data untuk menghasilkan informasi keuangan 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam penggajian perlu adanya 

sistem informasi yang bertujuan agar mempercepat dan mempermudah pada proses 

penggajian personel polri dalam pembuatan sampai dengan pembayaran gaji 

sehingga memungkinkan pekerjaan menjadi tepat waktu dan akurat. Tujuan dalam 

penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Penggajian yang terjadi pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah dan faktor apa saja yang menghambat pada sistem informasi penggajian 

dalam aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP). Pengumpulan data-data Tugas Akhir 

ini diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, dokumentasi, dan wawancara 

langsung dengan pihak instansi bagian keuangan Ditreskrimum Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemisahan fungsi, dokumen-dokumen, catatan 

akuntansi, prosedur penggajian, dan sistem pengendalian internal telah berjalan 

cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya: catatan 

akuntansi yang diterapkan tidak terdapat jurnal umum dan buku besar karena sistem 

penggajian yang diteliti hanya dibatasi dari pembuatan sampai dengan pembayaran 

gaji. Terdapat beberapa dokumen yang belum diotorisasi yang dapat berpeluang 

terjadinya penyelewengan. Pada sistem informasi penggajian sering terjadi kendala 

seperti error yang membuat data-data yang penting hilang yang berdampak pada 

keterlambatan pencairan gaji sehingga Ditreskrimum Polda Jawa Tengah perlu 

melakukan back-up data agar dapat mengatasi apabila terjadi gangguan dalam 

sistem. 

 

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Penggajjian, Aplikasi BPP, Ditreskrimum 

Polda Jawa Tengah 
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ABSTRACT 

Accounting Information System is a system that functions to collect and 

process data to produce financial information used for decision making. In payroll, 

it is necessary to have an information system that aims to speed up and simplify the 

process of payroll of police personnel in making up to paying salaries so as to allow 

work to be timely and accurate. The purpose of this study is to analyze how the 

application of the Payroll Accounting Information System occurs in the Central 

Java Regional Police Ditreskrimum and what factors hinder the payroll 

information system in the Police Employee Shopping (BPP) application. The 

collection of Final Project data was obtained from observations, documentation, 

and direct interviews with the financial agencies of the Central Java Regional 

Police Ditreskrimum which were then analyzed using descriptive analysis. The 

results of this study show that the separation of functions, documents, accounting 

records, payroll procedures, and internal control systems have worked quite well. 

However, there are still some shortcomings including: the accounting records 

applied do not contain general journals and ledgers because the payroll system 

studied is only limited from making to paying salaries. There are some unauthorized 

documents that could have the opportunity for misappropriation. In the payroll 

information system, there are often obstacles such as errors that make important 

data lost which has an impact on delays in salary disbursement so that the Central 

Java Police Ditreskrimum needs to back up data in order to overcome if there is a 

disruption in the system. 

 

Keywords : Payroll Accounting System, Apllication BPP, Payroll, Ditreskrimum 

Polda Central Java 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sistem digunakan untuk menyampaikan informasi, mentransfer, 

menyimpan data-data informasi, dan mengelola data-data dalam suatu organisasi 

atau instansi. Data-data yang diperlukan didalam suatu instansi dikumpulkan, 

dikelola, lalu diproses langsung secara otomatis oleh sistem yang kemudian dapat 

diubah menjadi suatu informasi yang diinginkan oleh pengguna informasi. Tujuan 

dari sistem informasi sendiri dirancang guna membuat mengotomatisasi yang 

dimana proses awalnya dikerjakan secara manual menjadi secara komputerisasi 

sehingga memungkinkan suatu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Secara 

umum, sistem informasi adalah perangkat lunak yang membantu dan menganalisis 

data. Tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang 

bermanfaat bagi suatu instansi. Informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data 

memungkinkan dalam pengambilan keputusan.  

Dalam menjalankan operasinya, umumnya perusahaan sangat bergantung 

pada sistem akuntansi yang efisien dan efektif, terutama dalam menyajikan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. Sistem infromasi pada era modern dan majunya 

perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk melakukan sesuatu hal-

hal atau inovasi yang baru dalam berbagai bidang-bidang pekerjaan agar 

memudahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif  

terlebih dengan pekerjaan yang memiliki hubungan langsung dengan akuntansi. 

Maka dari itu system informasi menjadi hal penting untuk mengolah data yang 
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berkaitan dengan akuntansi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan 

informasi yang canggih saat ini, perusahaan-perusahaan memanfaatkan teknologi 

yang sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Salah satunya pada bagian 

penggajian. Banyak lembaga pemerintah atau perusahaan yang telah menggunakan 

sistem pada penggajian pegawai. 

Gaji merupakan salah satu bentuk kompensasi dalam bentuk uang yang 

diberikan kepada pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan memlalui usaha atau kerja yang telah dilakukan. Pemberian gaji kepada 

pegawai pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan perusahaan setiap 

akhir bulan yang merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang signifikan, 

oleh sebab itu perusahaan membutuhkan sistem penggajian yang baik supaya dalam 

pelakasanaan perhitungan sampai pembayaran gaji ke rekening pegawai masing-

masing dapat berjalan dengan lancar.  Sistem penggajian yaitu rangkaian kegiatan 

bisnis dan operasional yang bertujuan untuk menyelesaikan setiap transaksi 

pembayaran dan pemberian imbalan atas jasa yang dilakukan pegawai dengan 

otoritas manajemen (Rifki Pandu Wicaksono, 2019).  

Salah satu lembaga pemerintahan yaitu Kepolisian Daerah Jawa Tengah.  Di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) terdapat Direktorat Reserse 

Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah yang merupakan salah satu 

divisi kepolisian yang berhubungan langsung dalam menanggulangi kejahatan 

masayarakat dan bertugas untuk melakukan penyelidikan atas tindak kejahatan 

yang dilakukan oleh masyarakat. Selain memiliki tugas penyelidikan, penyidikan, 

dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, Direktorat Ditreskrimum Polda 
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Jateng memiliki bagian keuangan yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi 

pengelola dan pembinaan manajemen personel dan administrasi keuangan yang ada 

di lingkungan Ditreskrimum Polda Jateng. 

Dimana di bidang keuangan Ditreskrimum Polda Jateng telah menerapkan 

sistem penggajian berbasis online. Sistem yang digunakan yaitu Aplikasi “BPP 

(Belanja Pegawai Polri)”. Aplikasi yang digunakan oleh instansi tersebut untuk 

melakukan perhitungan gaji induk Polri. Tujuan dari instansi ini dalam menerapkan 

aplikasi BPP sangat bermanfaat bagi bidang keuangan karena dengan adanya sistem 

informasi aplikasi BPP, proses penginputan data dan perhitungan jumlah besar gaji 

pokok menjadi lebih teratur dan terstruktur. Dimana besaran jumlah gaji pokok 

pegawai tersebut dapat dilihat dari pangkat yang dimiliki oleh pegawai Polri karena 

telah ditetapkan berdasarkan penggolongan jumlah gaji sesuai pangkat pegawai 

Polri 

Dari latar belakang diatas, hingga pentingnya Sistem Informasi pada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait penggunaan aplikasi Belanja Pegawai Polri 

(BPP), maka penulis tertarik melakukan penelitian yag berjudul “Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian Pada Ditreskrimum Kepolisan Daerah Jawa 

Tengah”. guna menganalisis penggunaan Sistem Informasi Penggajian di 

Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan menggunakan aplikasi 

Belanja Pegawai Polri (BPP). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan latar belakang 

masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah penerapan sistem informasi penggajian pada Ditreskrimum 

Kepolisan Daerah Jawa Tengah telah sesuai dengan teori yang ada. 

2. Faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan Sistem Informasi 

Penggajian dalam penggunaan aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP).  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem informasi penggajian di 

Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah menurut teori yang ada. 

2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat dalam penerapan sistem 

informasi penggajian pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

dalam penggunaan aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat atas penelitian yang dilakukan adalah : 

1.    Bagi Akademis 

   Hasil penenlitian menjadikan bertambahnya pengetahuan atau wawasan 

tentang sistem penggajian aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP) yang 

digunakan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai pengalaman baru dan 

informasi bagi pembaca mengenai penerapan sistem informasi pada penggajian. 

2.    Kegunaan Praktis 

   Kegunaan laporan ini adalah untuk meneliti bagaimana sistem informasi 

penggajian ini telah sesuai dengan standar efisiensi. 

3.    Kegunaan Teoritis  

  Sebagai Ilmu Pengetahuan yang berlatarkan penelitian, berfungsi sebagai 

pembanding teori yang didapat semasa kuliah dengan di dunia kerja.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Meenurut Muda eet al., (2017) Sisteem Infoermasi akuntansi yaitu gabungan 

dari peerangkat keeras, peerangkat lunak, proeseedur, instruksi yang teerstruktur 

deengan baik untuk meengeeloela data meenjadi infoermasi yang beerguna dalam 

meenyeeleesaikan masalah dan peengambilan keeputusan. Sisteem infoermasi ini 

kumpulan data yang akan meenghasilkan oeutput dalam beerbagai beentuk seepeerti 

gambar, teeks, atau suara. 

Meenurut Rukmana, (2022) Sisteem infoermasi akuntansi (SIA) suatu 

sisteem yang meenghimpun, meencatat, meenyimpan, dan meemproesees data untuk 

meenghasilkan infoermasi yang dibutuhkan dalam proesees peengambilan 

keeputusan. Koempoeneen dalam sisteem ini meencangkup oerang, proeseedur, instruksi, 

data, peerangkat lunak, infrastruktur teeknoeloegi infoermasi, seerta koentroel inteernal 

dan langkah-langkah keeamanan.   

Seemeentara deefinisi meenurut Eendaryati, (2021) sisteem infoermasi 

akuntansi adalah suatu keerangka untuk meengkoeoerdinasi sumbeer daya (seepeerti : 

data-data, mateerials, eequipmeent, supplieers, peersoenal, and funds) untuk 

meempro esees dari data yang diinput meenjadi keeluaran beerupa infoermasi keeuangan 

yang digunakan untuk meelaksanakan keegiatan suatu eentitas atau peerusahaan 

seerta meenyeediakan infoermasi akuntansi bagi pihak-pihak yang beerkeepeentingan. 

Deengan adanya transaksi-transaksi yang teerjadi peerusahaan mampu meelakukan 
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oepeerasi, meenyeeleenggarakan arsip dan catatan yang akurat, dan meenceerminkan 

aktivitas oerganisasi atau instansi. 

Dari beebeerapa peengeertian para ahli di atas, dapat diambil keesimpulan 

bahwa sisteem infoermasi akuntansi yaitu suatu sisteem dalam suatu oerganisasi 

yang meengumpulkan dan meengoelah data infoermasi transaksi seehari-hari untuk 

meenunjang fungsi manajeerial oerganisasi seehingga pihak eeksteernal meempeeroeleeh 

lapoeran yang dibutuhkannya. Data- data yang diinput akan diproesees oeleeh sisteem 

koemputeerisasi yang keemudian akan meenghasilkan data oeutput. Seemeentara data 

oeuput teerseebut beerupa infoermasi yang diseebut lapoeran keeuangan atau lapoeran 

lainnya yang dimana nantinya akan sangat dipeerlukan bagi pihak eeksteernal 

maupun pihak inteenal. Peeran dari sisteem infoermasi seendiri yaitu seebagai 

peengaman data-data peerusahaan atau instansi, deengan adanya sisteem dapat 

meengantisipasi adanya keecurangan, peenyimpangan, dan keesalahan seehingga 

sisteem dapat dipeerbaiki atau dilacak. 

2.2 Sistem Penggajian 

2.2.1 Pengertian Sistem Penggajian  

Sisteem Peenggajian yaitu sisteem yang teerdiri dari beerbagai fungsi, 

struktur oerganisasi, foermulir, catatan, dan lapoeran teerkait peembayaran gaji 

keepada karyawan seecara bulanan. Seemua eeleemeen teerseebut diatur deengan baik 

untuk meempeermudah dalam meembeerikan infoermasi keeuangan yang dipeerlukan 

manajeemeen deengan tujuan meempeermudah peengeeloelaan peerusahaan (Intishar & 

Muanas, 2018). 
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Seedangkan peengeertian Sisteem Infoermasi Peenggajian meenurut 

Triwahyuni, Irza, Neevi, (2018) meengeemukakan bahwa sisteem infoermasi 

peenggajian meerupakan fungsi, doekumeen, catatan, dan sisteem peengeendalian 

inteernal yang digunakan untuk keepeentingan harga poekoek proeduk dan peenyeediaan 

infoermasi guna peengawasan biaya teenaga keerja. Deengan adanya sisteem 

peenggajian yang baik mampu meemoetivasi bagi para karyawan yang kurang 

proeduktif dalam beekeerja agar dapat meendoeroeng para karyawan meenjadi leebih 

baik dan dapat meempeertahankan karyawan yang kineerjanya baik.  

Dalam sisteem peenggajian teerdapat bagian teerpeenting meeliputi : 

a. Fungsi-fungsi teerkait sisteem peenggajian  

b. Doekumeen-doekumeen dalam sisteem peenggajian 

c. Catatan yang teerjadi teerkait sisteem peenggajian 

d. Peengeendalian inteernal teerkait sisteem peenggajian  

Seelain aspeek-aspeek yang diseebutkan diatas, salah satu eeleemeen kunci yang sangat 

peenting bagi manajeemeen dalam suatu instansi adalah infoermasi akuntansi. 

Infoermasi akuntansi sangat dipeerlukan oeleeh manajeemeen dan pihak eeksteernal 

seehingga harus dipreeseentasikan deengan baik. Agar infoermasi akuntansi dapat 

disajikan deengan baik maka peerlu dibutuhkan sisteem untuk meengatur arus dan 

peengoelahan data akuntansi.  

2.2.2 Fungsi-Fungsi Yang Terkait Sistem Penggajian  

Adapun fungsi-fungsi yang teerkait dari sisteem peenggajian meenurut 

Intishar & Muanas, (2018) yaitu seebagai beerikut : 
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1. Fungsi Keepeegawaian  

Fungsi yang tugasnya beertanggungjawab dalam reecruitmeen karyawan baru, 

meenyeeleeksi caloen karyawan, meemutasi karyawan, keenaikan pangkat atau 

peenurunan pangkat dan goeloengan gaji, peembeerheentian karyawan dan 

meemoenitoering status-status dalam peenggajian. 

2. Fungsi Peencatat Waktu 

Fungsi ini beertanggungjawab dalam meenyeeleenggarakan waktu hadir bagi 

seemua karyawan instansi dan tidak boeleeh dilaksanakan oeleeh fungsi oepeerasi 

atau oeleeh fungsi peembuat daftar gaji dan upah.  

3. Fungsi Daftar Gaji  

Tugas dari fungsi ini beertanggung jawab dalam meembuat daftar gaji 

karyawan seerta seemua poetoengan – poetoengan yang dipeerlukan bagi tiap 

karyawan pada peembayaran gaji. 

4. Fungsi Akuntansi  

Bagian fungsi ini meemiliki tanggung jawab untuk meencatat seemua 

keewajiban yang muncul teerkait peembayaran gaji karyawan seepeerti : utang 

gaji dan untuk meemeeriksa bukti peembayaran tunai seerta daftar gaji. 

5. Fungsi Keeuangan  

Tugas dari bagian ini adalah meengisi ceek untuk peembayaran gaji dan upah 

yang keemudian meenukarkan ceek teerseebut kee bank untuk diproesees dan 

meengeemasnya dalam amploep gaji untuk seetiap karyawan. 

Seedangkan meenurut  Tarigan, (2020) fungsi-fungsi yang teerkait dalam 

sisteem peenggajian, yaitu : 
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1. Bagian Keepeegawaian  

Bagian ini beertanggung jawab dalam meencari karyawan baru, keenaikan 

pangkat karyawan, yang meemutuskan peeneempatan karyawan baru, mutasee 

karyawan, dan peembeerheentian karyawan. 

2. Bagian Peencatat Waktu 

Bagian ini beertugas dalam meencatat atau meenyeeleenggarakan catatan 

keehadiran seemua karyawan peerusahaan. 

3. Bagian Peembuat Daftar Gaji 

Bagian ini beertanggung jawab dalam meembuat daftar gaji karyawan yang 

beerisi peenghasilan brutoe, poetoengan atau beeban dimiliki tiap karyawan 

seelama jangka waktu peembayaran gaji dan gaji beersih. 

4. Bagian Akuntansi  

Bagian ini beertugas dalam meencatat keewajiban yang timbul adanya 

hubungan deengan peembayaran gaji karyawan seepeerti utang gaji. Fungsi di 

bagian akuntansi yang meenangani dalam sisteem peenggajian beerada di 

tangan: 

a. bagian utang adalah divisi yang beertugas untuk meelakukan 

peengeeloelaan peembayaran gaji seebagaimana teercatat dalam daftar 

gaji. 

b. bagian kartu biaya adalah bagian yang beertugas meencatat biaya 

poekoek proeduk dan infoermasi biaya yang teerdapat dalam daftar gaji 

dan kartu keerja. 



11 
 

 
 

c. bagian jurnal yaitu bagian meemiliki tanggung jawab meencatat biaya 

gaji dalam jurnal umum. 

5. Bagian Keeuangan 

Bagian ini beertanggung jawab dalam meengeeceek, meengisi ceek dan 

meencairkan ceek kee bank lalu uang tunai teerseebut dimasukkan kee dalam 

amploep gaji yang dimana akan diseerahkan kee seetip karyawan. 

2.2.3 Dokumen Yang Terkait Sistem Penggajian  

Meenurut Intishar & Muanas, (2018) doekumeen yang teerkait sisteem 

akuntansi peenggajian meeliputi doekumeen peerubahan gaji dan upah karyawan, 

daftar poetoengan gaji dan upah, kartu jam hadir karyawan, kartu jam keerja 

karyawan, daftar gaji dan upah, reekap daftar gaji dan upah, amploep gaji dan 

upah dan bukti kas keeluar.  

Seedangkan meenurut Agatha & Mulyadi, (2018) doekumeen-doekumeen 

yang teerkait dalam sisteem peenggajian antara lain : Doekumeen prubahan gaji dan 

upah, Kartu jam hadir, Kartu jam keerja, Daftar Gaji dan upah, Reekapitulasi 

Daftar Gaji dan upah, Bukti kas keeluar, amploep gaji, dan surat peernyatanan gaji 

dan upah.  

2.2.4 Catatan Akuntansi Dalam Sistem Penggajian  

Meenurut Intishar & Muanas, (2018) catatan akuntansi yang diteerapkan 

dalam sisteem peenggajian meeliputi : 

1. Jurnal Umum 
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Catatan ini digunakan untuk meencatat distribusi biaya teenaga keerja tiap 

deeparteemeen dalam suatu instansi. 

2. Kartu harga poekoek proeduk 

Catatan ini digunakan untuk meencatat upah teenaga keerja langsung yang 

dikeeluarkan pada tiap peesanan proeduk teerteentu. 

3. Kartu Biaya 

Digunakan untuk meencatat biaya teenaga keerja tidak langsung dan biaya 

teenaga keerja noenproeduksi pada tiap deeparteemeen dalam suatu instansi / 

peerusahaan. 

4. Kartu Peenghasilan Karyawan  

Catatan ini digunakan untuk meencatat peendapatandan beerbagai poetoengan 

yang diteerima oeleeh karyawan. Dari catatan ini seebagai dasar peerhitungan pph 

21 yang meerupakan keewajiban pajak bagi seetiap peegawai.  

 

Meenurut Agatha & Mulyadi, (2018) catatan akuntansi yang digunakan 

dalam sisteem peenggajian meeliputi : 

1. Jurnal Umum 

Jurnal yang digunakan untuk meencatat biaya teenaga keerja atau karyawan di 

tiap deeparteemeen. 

2. Buku Beesar  

Catatan yang digunakan untuk meerinci tiap-tiap akun atau goeloengan tiap 

karyawan seesuai deengan keeteentuan instansi atau peerusahaan. 
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2.2.5 Pengendalian Internal  

Dalam sisteem peenggajian baik beerbasis manual atau beerbasis 

koemputeerisasi teetap peerlu dibutuhkannya peengeendalian inteernal atas gaji dan 

upah karyawan. Tanpa unsur peengeendalian dalam suatu sisteem maka sisteem 

infoermasi teerseebut tidak ada gunanya. Salah satu tujuan adanya peengeendalian 

inteernal agar infoermasi keeuangan yang disajikan dapat dipeercaya. Meenurut 

Nahar, (2018) sisteem peengeendalian teerdiri dari : 

a. Oerganisasi  

Dalam sisteem peenggajian peerlu adanya peembagian tanggung jawab 

yang jeelas. Salah satu fungsi yang harus dipisahkan yaitu peembuat daftar 

gaji harus dipisah deengan fungsi keeuangan. 

b. Sisteem oetoerisasi  

1. Tiap oerang yang teerdaftar dalam daftar gaji harus meemiliki surat 

keeputusan reesmi seebagai karyawan peerusahaan yang dioetoerisasi 

oeleeh direektur utama. 

2. Seetiap peerubahan gaji kareena peerubahan pangkat, tarif gaji, atau 

peenambahan anggoeta keeluarga harus disahkan surat keeputusan 

Direektur Keeuangan. 

3. Seemua peemoetoengan gaji seelain pajak peenghasilan peegawai harus 

diseetujui beerdasarkan surat poetoengan gaji yang dibeerikan oeleeh 

bagian keepeegawaian. 

4. Peerintah leembur harus dioetoerisasi oeleeh keepala deeparteemeen yang 

beersangkutan. 



14 
 

 
 

5. Bukti kas keeluar untuk peembayaran gaji dan upah karyawan 

harus dioetoerisasi oeleeh bagian akuntansi. 

c. Prakteek yang seehat  

1. Peemasukan kartu jam hadir kee meesin peencatat waktu harus 

diawasi oeleeh bagian fungsi peencatat waktu. 

2. Peembuatan daftar gaji dan upah karyawan harus diveerifikasi 

keebeenaran dan keeteelitian peerhitungannya oeleeh bagian akuntansi 

seebeelum dilakukan peembayaran. 

3. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam keerja diveerifikasi 

keeteelitiannya oeleeh bagian akuntansi. 

4. Catatan peenghasilan peegawai harus disimpan oeleeh bagian fungsi 

peembuat daftar gaji. 

Seedangkan meenurut Sari, (2016) sisteem peengeendalian dalam sisteem peenggajian 

teerdapat 5 yang meeliputi : 

a. Peemisahan Tugas, pada peenggajian peemisahan tugas peenting kareena 

untuk meengatisipasi bila teerjadi meenghindari peembayaran yang beesar 

atau peembayaran kee karyawan yang tidak beenar-beenar ada. 

b. Oetoerisasi yang teepat, dalam sisteem peenggajian deeparteemeen sumbeer daya 

manusia meempunyai weeweenang saat peenmabahan atau peengurangan 

peegawai, peenambahan atau peengurangan tairf gaji peegawai harus 

dioetoeriasi deengan weeweenang yang teepat. 

c. Doekumeen dan peencatatan yang meemadai, peenggunaan doekumeen dan 

catatan dapat meembantu meeyakinkan adanya keejadian teerjadi transaksi 
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dan dari doekumeen atau catatan dapat meenghasilkan infoermasi yang 

akurat. 

d. Keeamanan atas asseet dan catatatan, aksees peengeeceekan ceek gaji yang 

beelum dioetoerisasi harus dijaga deengan beenar dan disimpan di teempat 

yang aman. 

e. Peengujian indeepeendeent pada Kineerja, dalam peerhitungan gaji harus 

dibandingkan antara toetal peer bagian deengan lapo eran ringkasannya. agar 

tidak teerjadi salah saji dalam jumlah. 

2.2.6 Prosedur Dalam Sistem Penggajian  

Meenurut Almeeida eet al., (2016) proeseedur dalam sisteem peenggajian yaitu :  

a) Pro eseedur Peencatat Waktu Hadir beertujuan untuk meencatat keehadiran 

peegawai. Peencatat waktu hadir dilakukan oeleeh bagian peencatat waktu 

deengan meenggunakan kartu keehadiran / cloeck card untuk meencatat 

keedatangan dan keepeergian karyawan dari kantoer. Daftar keehadiran 

digunakan untuk meeneentukan apakah seeoerang karyawan layak meeneerima 

gaji peenuh atau tidak. 

b) Pro eseedur Peembuatan Daftar Gaji beertujuan untuk meenyusun daftar 

peenggajian peegawai. Infoermasi yang digunakan dalam peenyusunan daftar 

gaji meeliputi surat keeputusan meengeenai keenaikan pangkat peenurunan 

pangkat, daftar gaji dari bulan seebeelumnya dan catatan hadir.  

c) Pro eseedur Distribusi Daftar Gaji dalam proeseedur ini biaya teenaga keerja 

didistribusikan kee deeparteemeen yang meenikmati manfaat teenaga keerja. 
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d) Pro eseedur Peembayaran Gaji ini meelibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keeuangan. Fungsi keeuangan meeneerima bukti kas keeluar dari fungsi 

akuntansi yang seelanjutnya meencairkan ceek kee bank dan meemasukan ke e 

amploep gaji yang akan diseerahkan kee peegawai. 

2.3 Sistem Penggajian dengan Aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP) 

Deengan fasilitas teeknoeloegi infoermasi saat ini, dalam peekeerjaan 

dibutuhkannya suatu sisteem peenggajian yang dapat meembantu peegawai di bagian 

keeuangan dalam meemproesees gaji para karyawan. Aplikasi yang digunakan oeleeh 

satuan keerja (satkeer) poelri untuk meemproesees gaji peegawai yaitu meenggunakan 

Beelanja Peegawai Poelri (BPP). Aplikasi Beelanja Peegawai Poelri (BPP) meerupakan 

aplikasi peembuat daftar gaji peegawai yang diteetapkan oeleeh Direektoerat Jeendeeral 

Peembeendaharaan (DJPb) Keemeenteerian Keeuangan RI dan digunakan untuk 

peengeeloelaan adminitrasi beelanja peegawai. Aplikasi teerseebut aplikasi yang 

diteerapkan pada Keepoelisian Neegara Reepublik Indoeneesia (Poelri) untuk meemproesees 

keepeerluan yang beerkaitan deengan gaji para peegawai Poelri dan untuk 

meenghubungkan deengan Kantoer Peelayanan Peembeendaharaan Neegara (KPPN) 

seelaku beendahara umum neegara supaya teerseeleenggaranya teertib administrasi seerta 

keelancaran dalam peengeeloelaan peenggajian peegawai Poelri yang beertujuan untuk 

meeningkatkan kualitas dan eefisieensi sisteem seerta meenghasilkan data atau infoermasi 

keepeegawaian dan gaji yang akurat dan teepat. Aplikasi ini akan meereekam data-data 

dan infoermasi peegawai poelri dan data yang teereekam akan teersinkroen deengan pihak 

Kantoer Peelayanan Peembeendaharaan Neegara (KPPN).  Dalam aplikasi BPP teerdapat 

beebeerapa meenu seepeerti : daftar peegawai, gaji, lapoeran seerta peengujian gaji seerta 
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untuk peenggunaannya tiap meenu diseesuaikan deengan keepeerluan bagian gaji. 

Aplikasi BPP diharapkan dapat meembantu atau meeringankan peekeerjaan para satkeer 

dalam meengoelah data dan meempeerceepat proesees peenggajian.  

Aplikasi BPP teercantum dalam Peeraturan Direektoerat Jeendeeral Peembeendaharaan 

Noemoer 24/PB/2020 teentang Tata Cara Peelaksanaan Peembayaran Beelanja Peegawai 

Gaji Deengan Aplikasi Gaji Moedul Satkeer seerta teerkait peeraturan beesaran gaji poekoek 

anggoeta keepoelisian teelah diatur dalam peeraturan peemeerintah Noe.17 Tahun 2019. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jeenis peeneelitian yang digunakan dalam peeneelitian ini yaitu meenggunakan 

meetoedee deeskriptif. Peeneelitian deeskriptif meerupakan peeneelitian yang digunakan 

untuk meenggambarkan atau meenganalisis suatu hasil peeneelitian yang didapat 

teetapi tidak digunakan untuk meembuat keesimpulan yang leebih luas (Ariani, 

2013). Meetoedee analisis deeskriptif meenggunakan deengan cara meendiskripsikan 

dan meenjeelaskan data-data yang teelah teerkumpul oeleeh peenulis dan sumbeer-

sumbeer yang didapat. Deengan meetoedee analisis deeskriptif dapat meembandingkan 

antara teeoeri deengan prakteek yang teerjadi di Ditreeskrimum Keepoelisian Daeerah 

Jawa Teengah. Dalam peeneelitian ini peenulis meenganalisis proeseedur peembayaran 

gaji peegawai di Ditreeskrimum Keepoelisian Daeerah Jawa Teengah deengan 

meenggunakan aplikasi Beelanja Peegawai Poelri (BPP).  

3.2 Objek Penelitian    

Oebjeek peeneelitian meenurut Ariani, (2013)  adalah meenjeelaskan teentang apa 

oebjeek peeneelitian dan siapa yang meenjadi oebjeek peeneelitian, juga dimana dan 

kapan peeneelitian teerseebut dilakukan, bisa juga ditambahkan deengan hal-hal jika 

dianggap peerlu. Oebjeek peeneelitian peenulis yaitu Analisa sisteem infoermasi 

akuntansi peenggajian di Ditreeskrimum Keepoelisian Daeerah Jawa Teengah deengan 

meenggunakan aplikasi BPP. 
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3.3 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam peeneelitian ini meenggunakan dua jeenis sumbeer 

data, yaitu : 

1. Data Primeer  

Meenurut Ariani, (2013) data primeer adalah data yang langsung dapat 

dan disajikan seebagai sumbeer dari peeneelitian dan peengamatan seecara 

langsung pada oebjeek yang akan dijadikan bahan peeneelitian oeleeh peenulis, 

dimana data primeer didapat meelalui wawancara atau hasil peengamatan 

dan lain-lain. Dalam peeneelitian ini peenulis meenggunakan meelalui 

wawancara langsung deengan meengajukan peertanyaan keepada peegawai 

bagian administrasi gaji peegawai di Ditreeskrimum Keepoelisian Daeerah 

Jawa Teengah. 

2. Data Seekundeer 

Meenurut Triwahyuni, Irza, Neevi, (2018) data seekundeer adalah 

infoermasi yang dipeeroeleeh meelalui peerantara atau seecara tidak langsung 

seepeerti buku, catatan, atau arsip. Dalam peeneelitian ini sumbeer data 

seekundeer yaitu Peeraturan Peerundang-undangan, jurnal-jurnal, artikeel 

yang beerkaitan deengan toepik peeneelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam peeneelitian ini peenulis meenggunakan meetoedee peengumpulan data yang 

digunakan beerupa : 

b. Oebseervasi / Peengamatan, yaitu peengumpulan data yang 

dilakukan deengan cara peengamatan seecara langsung teerhadap 
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sisteem yang ada di bagian keeuangan pada Ditreeskrimum Poelda 

Jawa Teengah. 

c. Doekumeentasi, yaitu dilakukan deengan meengamati oebjeek yang 

diteeliti seerta meengumpulkan data dalam beentuk foetoe atau 

doekumeen yang dibutuhkan teerkait deengan proeseedur sisteem 

infoermasi peenggajian. 

d. Wawancara, yaitu meelakukan wawancara seecara langsung 

keepada peegawai bagian administrasi gaji teerkait proeseedur-

proeseedur dari sisteem infoermasi peenggajian pada Ditreeskrimum 

Poelda Jawa Teengah seerta untuk meempeerkuat hasil dari 

doekumeentasi meengeenai tugas dan tanggungjawab masing-

masing bagian. 

3.5 Metode Analisis Data 

Meetoedee Analisis data adalah peeneeliti meengumpulkan, meenguraikan, 

meembandingkan, dan meenjeelaskan suatu data atau keeadaan yang dipeeroeleeh, 

keemudian diinteerpreetasikan dan dianalisis seehingga dapat meembeerikan 

infoermasi yang leengkap seehingga dapat ditarik seebuah keesimpulan (Roesianiee eet 

al., 2022).  

Dalam peeneelitian ini langkah-langkah Teeknik analisis dalam peenulisan 

lapoeran deengan cara : 

1. Meengumpulkan data-data dan infoermasi teerkait sisteem infoermasi peenggajian 

peegawai poelri beerdasarkan hasil wawancara. 
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2. Meempeelajari dan meenguraikan sisteem infoermasi peenggajian dan 

meembandingkan deengan teeoeri yang ada. 

3. Lalu peeneeliti dapat meenarik keesimpulan dari hasil analisis data-data yang 

dipeeroeleeh dan meenjeelaskan hasil peeneelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) 

Keepoelisian Daeerah Jawa Teengah atau Poelda Jawa Teengah dulu beernama 

Koemandoe Daeerah Keepoelisian ((Koemdak atau Koedak) IX/Jawa Teengah). Poelda 

Jawa Teengah meerupakan Keepoelisian Reepublik Indoeneesia yang peelaksaan tugas 

di Wilayah Jawa Teengah. Poelda Jawa Teengah teermasuk kee dalam Poelda yang 

teelah beerklasifikasi A. Tugas inti Poelda Jawa Teengah di Koeta Seemarang yaitu 

meenjaga keeteertiban dan keeamanan masyarakat, meeneegakkan hukum, 

meembeerikan peerlindungan, meembeerikan layanan keepada masyarakat di seeluruh 

wilayah hukum yang meenjadi tanggung jawabnya di seeluruh wilayah proevinsi 

Jawa Teengah yang meencangkup 35 Koeta/Kabupateen. Leetak Keepoelisian Daeerah 

Jawa Teengah atau Poelda Jawa Teengah beerada di Jalan Pahlawan Noe.1, 

Mugassari, Keec. Seemarang Seelatan, Koeta Seemarang, Jawa Teengah.  

Dalam meenjalankan tugas yang dibeebankan, Keepoelisian Daeerah Jawa 

Teengah atau Poelda Jateeng dibantu oeleeh jajaran-jajaran yang beerada di bawahnya 

baik yang meembidangi fungsi oepeerasioenal maupun peembinaan seepeerti 

Direekto erat Inteelkam, Direektoerat Reeskrim, Direektoerat Samapta, Dreektoerat Lantas, 

bidang humas, bidang hukum (Bidkum), bidang proepam, dan masih banyak 

lagi.  
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4.1.2 Visi dan Misi  

Visi dari keepoelisian daeerah jawa teengah adalah meenciptakan citra poelda 

jawa teengah yang proefeessioenal, beereetika, peelindung, dan meengayoemi 

masyarakat. Untuk meewujudkan visi teerseebut, Poelda Jawa Teengah meempunyai 

misi antara lain seebagai beerikut : 

1. Meeningkatkan Sumbeer Daya Manusia (SDM) Keepoelisian Daeerah 

Jawa Teengah atau Poelda Jawa Teengah seebagai peengayoem, 

peelindung, dan peelayanan masyarakat. 

2. Meelakukan peeneegakkan hukum seecara koensisteen, 

beerkeesinambungan, dan transparan. 

3. Meembeerikan layanan teerbaik yang dapat meembangun keepeercayaan 

masyarakat seebagai bagian dari usaha meeningkatkan keesadaran 

hukum.  

4.1.3 Struktur Organisasi Polda Jawa Tengah  

1. Direktur dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum 

Direektur dan Wakil Direektur meempunyai tugas yaitu 

meengkoeoerdinasi, meemimpin, meenyeeleenggarakan peenyidikan, 

peenyeelidikan, dan peenyidikan tindak pidana umum seerta fungsi bantuan 

dan laboeratoerium foereensik lapangan.  

2. Kabag Wassidik (Bagian Wassidik) 

Bagian Wassidik beertugas untuk meelakukan peengoeoerdinasian dan 

peengawasan pada proesees peenyidikan tindak pidana di Lingkungan 

Ditreeskrimum dan meenindaklanjuti peengaduan masyarakat teerkait 
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deengan proesees peenyidikan. Untuk meelakukan tugasnya, BagWassidik 

dibantu oeleeh seejumlah unit dan seejumlah peenyidik utama yang beertugas 

meembantu dalam peelaksanaan tugas dan fungsi BagWassidik. 

3. Kabag Binopsnal (Bagian Pembinaan Operasional) 

Bagian Binoepsnal meemiliki beebeerapa tugas teermasuk meemantau dan 

meenganalisis peerkeembangan kasus seerta peenanganannya. Bagian ini 

juga beertanggung jawab untuk meengumpulkan, meemproesees data, dan 

meenyajikan infoermasi seerta doekumeentasi keegiatan. 

4. Kabag Renmin (Perencanaan dan Administrasi) 

  Subbag Reenmin meempunyai tugas yaitu meenyusun reencana proegram 

keerja dan anggaran untuk sarana prasarana, peersoeneel, dan kineerja seerta 

meembantu administrasi keeuangan dan manajeemeen keetatausahaan. 

Dalam peelaksanaan tugas, Kabag Reenmin dibantu oeleeh : 

a) Sub Bagian Reenmin, beertugas untuk meereencanakan Rancangan 

Keerja (Reenja), Doekumeen Peelaksanaan Anggaran (DIPA), 

Reencana Anggaran Biaya (RAB), meenyusun Lapoeran 

Akuntanbilitas Kineerja (LAKIP), meemantau dan meengeevaluasi 

peelaksanaan proegram seerta meengeeloela keegiatan administrasi 

peersoeneel. 

b) Kaur Keeu, beertugas untuk meengeelo ela keegiatan layanan 

keeuangan . 

c) Subbag Mintu, meemiliki tugas untuk meengeeloela urusan 

administrasi seepeerti meemeeriksa koendisi peeralatan kantoer (ATK). 
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d) Bag Reenmin, beertugas dalam meeneerima doekumeen dinas yang 

masuk apakah naskah atau doekumeen dinas teerseebut ditujukan 

keepada bagian Reenmin dan meemeeriksa isi dari doekumeen seesuai 

untuk bagian Reenmin. 

5. Kepala Bagian Seksi Identifikasi (Kasi Ident) 

Keepala bagian ideentifikasi meemiliki tanggung jawab dalam 

meengeembangkan dan meenjalankan aktivitas ideentifikasi poelisi teermasuk 

foetoegrafi poelisi untuk meendukung proesees peenyeelidikan yang dilakukan 

o eleeh unit reeseersee kriminal. Kasi Ideent meemiliki peeranan yaitu 

meendoekumeentasikan foetoe-foetoe teerkait kasus dan meembuat skeetsa gambar 

wajah teersangka. 

6. Kepala Sub Direktorat (KaSubdit) 

a) Subdit Keamanan Negara (Subditkamneg) 

Subdit I meerupakan salah satu unit yang beerada di bawah 

Ditreeskrimum. Subdit I meempunyai tugas yaitu meelakukan 

peenyidikan dan peenyeelidikan tindak pidana seepeerti meengeenai 

keeseelamatan neegara, peenggunaan seenjata api, proesees peemilu seerta 

tindakan keejahatan yang teerjadi di daeerah yang dikeeloela oeleeh keepala 

subdit dalam peelaksanaan tugas seehari-harinya. 

b) Subdit Harta Benda dan Bangunan Tanah  

Tugas subdit ini yaitu meenyeelidiki dan meenyidik tindak 

pidana teerkait harta beenda beergeerak, tanah, dan bangunan. Subdit ini 

atau subdit II yang dipimpin oeleeh seeoerang keepala subdit dan 
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beeroepeerasi dibawah peengawasan Wadirreeskrimum untuk tugas 

seehari-hari. Subdit II teerbagi meenjadi lima unit yang dikoemandoe oeleeh 

keepala unit.  

c) Subdit Kesejahteraan dan Kekerasan  

Subdit III beertanggung jawab dalam meenyeelidik dan 

meenangani kasus-kasus kriminal seepeerti: peencurian, peerjudian, 

peembunuhan, dan keejahatan teerkait keendaraan beermoetoer. Dibawah 

arahan keepala subdit III, tim ini meelaksanakan dibawah peengawasan 

Wadirreeskrimum. 

d) Subdit Perlindungan Remaja, Anak dan Wanita  

Subdit IV meemiliki tanggung jawab dalam meenyeelidik dan 

meenangani kasus-kasus kriminal yang meelibatkan reemaja, anak-

anak, wanita, peerdagangan manusia, peelanggaran imigrasi, dan 

keejahatan di wilayah areea yang beerada di bawah Poelda. Struktur 

subdit IV meencangkup lima unit yang beertugas di bidang yang 

beerbeeda. 

Untuk gambaran jeelas teentang struktur oerganisasi di Ditreeskrimum 

Keepoelisian Daeerah Jawa Teengah, seebagai beerikut : 
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Gambar 4.1  1 Struktur Oerganisasi Ditreeskrimum Po elda Jawa Teengah 

 

4.2 Analisis Sistem Penggajian Ditreskrimum Polda Jawa Tengah  

Beerdasarkan peengamatan yang dilakukan dalam peelaksanaan sisteem 

peenggajian di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah yang meenggunakan aplikasi BPP 

(Beelanja Peegawai Poelri) sudah cukup baik dan teelah seesuai deengan seemeestinya. 

Meenurut teeoeri dari Rukmana, (2022) yang meenyatakan bahwa SIA meerupakan 

sisteem yang meenghimpun, meencatat, meenyimpan, dan meemproesees data untuk 

meenghasilkan infoermasi yang dibutuhkan dalam proesees peengambilan keeputusan. 

Koempoeneen dalam sisteem ini meencangkup oerang, pro eseedur, instruksi, data, 

peerangkat lunak, infrastruktur teeknoeloegi infoermasi, seerta koentroel inteernal dan 

keeamanan. 
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 Sisteem peenggajian dibuat deengan tujuan agar peengeeloelaan gaji teepat waktu, 

ceepat dan akurat. Sisteem infoermasi peenggajian yang diteerapkan di Ditreeskrimum 

Poelda Jawa Teengah seebagian beesar teelah beerjalan deengan baik seebagaimana 

meestinya. Sisteem dan meekanismee peenggajian di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah 

teelah beerjalan beerbasis koemputeerisasi atau sudah meenggunakan teeknoeloegi yaitu 

meenggunakan aplikasi Beelanja Peegawai Poelri (BPP) mulai dari peemroeseesan gaji 

sampai peencairan gaji kee masing masing reekeening peegawai. 

 Deengan adanya aplikasi gaji teerseebut sangat meembantu para satkeer di 

Ditreeskrimum Keepoelisian Daeerah Jawa Teengah khususnya pada bagian keeuangan, 

kareena tidak meengeerjakan seecara manual dari awal sampai akhir dan seetiap angka-

angka dan akunnya teelah oetoematis seendiri kareena teelah dipro egram. 

 Adapun alur proeseedur dalam peembuatan dan peembayaran gaji peegawai Poelri 

di Diteerskrimum Poelda Jawa Teengah seebagai beerikut: 
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1. Proeseedur Peembuatan Daftar Gaji 

a) Bagian keepeegawaian meelakukan reekapitulasi abseensi peegawai dan data 

peegawai dari masing-masing bagian di Ditreeskrimum Poelda Jawa 

Teengah dan meelakukan peenginputan data - data peegawai poelri ke e 

aplikasi Beelanja Peegawai Poelri (BPP) dan ditandatangani lalu ditransfeer 

kee bagian gaji. 

b) Bagian gaji meeneerima reekapitulasi abseen dan data peegawai poelri yang 

dikirim oeleeh bagian keepeegawaian. Lalu bagian gaji akan meemproesees 

peerhitungan gaji meelalui aplikasi BPP. Peerhitungan gaji diproesees maka 

keeluar hasil daftar gaji peegawai poelri, meenceetak dan meenandatangani 

daftar gaji.  

2. Proeseedur Peembayaran Gaji 

a) PPK (Peejabat Peembuat Koemitmeen) meeneerima daftar gaji yang diteerima 

dari bagian gaji dan diceek. PPK akan meeneerbitkan Surat Peermintaan 

Peembayaran (SPP) dan Surat Peerintah Meembayar (SPM) lalu 

ditandatangani masing-masing doekumeen dibuat seebanyak 2 rangkap, 

ditanda tangani, lalu dilampirkan deengan daftar gaji untuk dikirimkan 

kee pihak KPPN seebagai peengajuan peencairan gaji peersoeneel.  

b) Pihak KPPN akan meemeeriksa doekumeen SPM, SPP dan daftar gaji yang 

teelah dikirim. Jika saat peemeeriksaan tidak seesuai deengan standar yang 

beerlaku maka doekumeen teerseebut dikeembalikan kee PPK untuk dilakukan 

koereeksi ulang. Namun jika teelah seesuai pihak KPPN akan meeneerbitkan 
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Surat Peerintah Peencairan Dana (SP2D). KPPN meenceetak dan 

meenandatangi SP2D seebanyak 2 rangkap yang keemudian leembar kee 2 

diseerahkan kee pihak bank untuk diproesees dan leembar 1 diarsip oeleeh 

KPPN. Keemudian meeneerima Bukti Ceek Transfeer seebagai bukti bahwa 

bank teelah meenstranfeer kee reekeening peegawai. Bukti ceek transfeer dibuat 

seebanyak 2 rangkap dimana leembar peertama disimpan oeleeh KPPN dan 

leembar keedua diseerahkan kee beendahara.  

c) Beendahara peengeeluaran akan meeneerima bukti ceek transfeer dan meembuat 

lapoeran peertanggungjawaban seebagai beentuk lapoeran akhir tiap 

bulannya dan meenyampaikan keepada karyawan bahwa gaji teelah 

dikirim kee reekeening masing-masing peegawai. 

Beerdasarkan peengamatan yang dilakukan peenulis di lapangan teernyata alur 

proeseedur dalam peembuatan dan peembayaran gaji peersoeneel Poelri di 

Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah dapat dikatakan reeleevan deengan teeoeri dari 

Almeeida eet al., (2016), kareena alur proeseedur yang diteerapkan oeleeh 

Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah teelah seesuai deengan sisteem proeseedur yang 

beerlaku seerta untuk tiap bagian masing-masing teelah meenjalankan tugasnya 

deengan beenar. 
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4.2.1 Flowchart Prosedur Penggajian Ditreskrimum Polda Jateng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  2 Bagan Alir Proeseedur Peenggajian Poelri Po elda Jateeng 
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Keeteerangan : 

- SPP = Surat Peermintaan Peembayaran  

- SPM = Surat Peerintah Meembayar 

- BCT = Bukti Ceek Transfeer 

- PPK = Peejabat Peembuat Koemitmeen  

- SP2D = Surat Peerintah Peencairan Dana  

 

4.2.2 Dokumen Yang Terkait Dalam Prosedur Pembayaran Gaji 

Beerikut doekumeen-doekumeen yang teerkait dalam proeseedur peembayaran 

gaji pada Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah yaitu, antara lain : 

a. Daftar Peersoeneel/peegawai 

Beerisi data-data tiap peersoeneel Poelri Diteerskrimum Poelda Jawa Teengah yang 

teerdiri dari nama, teempat lahir, goeloengan peegawai. Doekumeen teerseebut dibuat 

1 rangkap dan dibuat oeleeh bagian keepeegawaian. 

b. Daftar Gaji 

Data yang beerisi meengeenai gaji-gaji peersoeneel Poelri yang teelah diproesees pada 

aplikasi Beelanja Peegawai Poelri (BPP). Data ini dibuat seebanyak 2 rangkap 

dan dibuat oeleeh bagian gaji. 

c. Reekap Abseensi dan data peersoeneel 

Data yang beerisi keeseeluruhan abseen peersoeneel poelri yang teerdiri dari nama 

peegawai poelri, tanggal, jumlah cuti dan ijin peegawai poelri di Ditreeskrimum 

Poelda Jawa Teengah. Doekumeen ini dibuat oeleeh bagian keepeegawaian dan 

dibuat seebanyak 2 rangkap.  

d. Surat Peermintaan Peembayaran (SPP) 
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Doekumeen yang dibuat oeleeh bagian Peejabat Peembuat Koemitmeen (PPK) yang 

digunakan untuk peermintaan meengeeluarkan anggaran untuk peembayaran 

gaji peersoeneel yang dibuat seebanyak 2 rangkap. 

e. Surat Peerintah Meembayar (SPM) 

Doekumeen yang diteerbitkan oeleeh Peejabat Peembuat Koemitmeen (PPK) yang 

digunakan untuk peerseetujuan agar dapat meembayar gaji peersoeneel dan dibuat 

seebanyak 2 rangkap. 

f. Surat Peerintah Peencairan Dana (SP2D) 

Doekumeen yang dibuat untuk dana peembayaran gaji peersoeneel poelri 

Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah yang keemudian doekumeen teerseebut 

diseerahkan kee pihak bank yang beerisi noeminal yang harus dibayarkan. 

Doekumeen ini dibuat oeleeh pihak KPPN yang dibuat seebnayak 2 rangkap. 

Dari prakteek di lapangan doekumeen yang diteerapkan dalam sisteem 

peenggajian di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah yaitu seepeerti pada daftar 

peersoeneel dan abseensi dibuat 1 rangkap. Reekap data abseensi dan peersoeneel dibuat 

seebanyak 2 rangkap. Daftar gaji dibuat 2 rangkap untuk bagian keeuangan dan 

Peejabat Peembuat Koemitmeen (PPK) yang nantinya digunakan proesees peengajuan 

kee KPPN. Seemeentara doekumeen seepeerti SPM yang dibuat seebanyak 2 rangkap 

dan SPP yang hanya dibuat 2 rangkap seerta doekumeen SP2D yang dibuat 2 

rangkap. Tiap doekumeen teerseebut diarsipkan seesuai deengan bagiannya masing-

masing. 

Beerdasarkan uraian diatas cukup reeleevan deengan teeoeri dari Agatha & 

Mulyadi, (2018) yang beerbunyi “doekumeen-doekumeen yang teerkait dalam sisteem 
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peenggajian antara lain : Doekumeen peerubahan gaji dan upah, Kartu jam hadir, 

Kartu jam keerja, Daftar Gaji dan upah, Reekapitulasi Daftar Gaji dan upah, 

Bukti kas keeluar, amploep gaji, dan surat peernyataan gaji.” dan teeoeri Intishar & 

Muanas, (2018) yang beerbunyi “Dalam sisteem peenggajian yaitu doekumeen 

peendukung peerubahan gaji dan upah karyawan, daftar poetoengan gaji dan upah, 

kartu jam hadir karyawan, kartu jam keerja karyawan, daftar gaji dan upah, 

reekap daftar gaji dan upah, amploep gaji dan upah dan bukti kas keeluar.”  

4.2.3 Fungsi-Fungsi Yang Terkait Dalam Prosedur Pembayaran Gaji 

Polri 

Fungsi-fungsi yang teerkait dalam proeseedur peembayaran gaji peegawai 

poelri di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah seebagai beerikut : 

1. Fungsi keepeegawaian, fungsi ini beertugas dalam meemoenitoer status peersoeneel 

Po elri, peerubahan gaji peersoeneel seepeerti adanya keenaikan pangkat dan 

abseensi peersoeneel Poelri di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah.  

2. Beendahara Peengeeluaran, beertanggung jawab pada peencatatan atau 

peelapoeran pada peeneerimaan dan peengeeluaran atas gaji peersoeneel Poelri dan 

transaksi yang teerjadi di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah. 

3. Bagian Gaji, beertanggung jawab pada meenghitung dan meemproesees gaji 

peegawai, peengeeceekan peencairan gaji peersoeneel poelri Ditreeskrimum Poelda 

Jawa Teengah pada reekeening masing-masing peersoeneel.  

4. Peejabat Peembuat Koemitmeen (PPK), fungsi ini beertanggung jawab dalam 

meeneerima doekumeen peendukung dan meeneerbitkan SPM dan SPP. PPK 

meenandatangani SPP & SPM untuk diajukan kee pihak KPPN.  
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5. Kantoer Peelayanan Peerbeendaharaan Neegara (KPPN), fungsi ini beertanggung 

jawab dalam meeneeliti dan meemvalidasi atas SPP, SPM, dan reekap daftar 

gaji yang diteerima dari PPK, jika teelah seesuai maka diteerbitkannya SP2D 

dan dikirim kee pihak bank untuk diproesees peencairan gaji.  

Beerdasarkan prakteek yang teerjadi di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah 

teernyata fungsi yang teerkait pada peenggajian di Ditreeskrimum Poelda Jawa 

Teengah teelah seesuai deengan bagian fungsinya masing-masing.  

Fungsi keepeegawaian teelah dijalankan oeleeh bagian keepeegawaian dan tidak 

meerangkap tugas pada bagian gaji dan bagian beendahara peengeeluaran. 

Bagian gaji hanya meelakukan peemroeseesan gaji peersoeneel Poelri. Seedangkan 

untuk bagian beendahara peengeeluaran teelah beerjalan seesuai deengan tugasnya 

yaitu meelakukan yang beerkaitan deengan hal peencatatan yang teerjadi di 

Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah. Bagian Peejabat Peembuat Koemitmeen 

meelakukan tugas dalam meeneeliti, meemeeriksa, dan meenandatangani doekumeen 

peendukung untuk peengajuan peencairan gaji seebeelum diajukan kee pihak KPPN. 

Pihak KPPN meelakukan tugasnya dalam meemvalidasi doekumeen yang dikirim 

oeleeh PPK untuk peerseetujuan peencairan gaji seebeelum diproesees oeleeh bank. 

Dari teemuan teerseebut dapat dikatakan teelah reeleevan deengan teeoeri Intishar & 

Muanas, (2018) dan teeoeri Tarigan, (2020). 
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4.2.4 Catatan Akuntansi Yang Terkait Dalam Prosedur Pembayaran 

Gaji Polri. 

Catatan akuntansi yang digunakan pada peembayaran gaji Poelri di 

Ditreeskrimum Poelda Jateeng, beerupa : 

a. Reekap data abseensi dan peersoeneel, seebagai peencatatan atas kumpulan data 

peersoeneel dan keehadiran peersoeneel poelri yang dibuat oeleeh bagian keepeegawaian 

dan dibuat seebanyak 2 rangkap.  

b. Lapoeran Peertanggungjawaban, beerisi meengeenai peelaksanaan keegiatan, 

reencana peelaksanaan keegiatan, dan eevaluasi keegiatan yang teerjadi di 

Ditreeskrimum Poelda Jateeng yang dibuat oeleeh bagian beendahara. 

Dari uraian diatas adapun teeoeri yang meendukung yaitu dari teeoeri Intishar & 

Muanas, (2018) yang beerbunyi “catatan akuntansi yang diteerapkan dalam 

sisteem peenggajian meeliputi jurnal umum Kartu harga poekoek proeduk, kartu 

biaya, dan kartu peenghasilan karyawan.” Dan teeoeri Agatha & Mulyadi, (2018) 

yang beerbunyi “catatan akuntansi pada sisteem peenggajian meeliputi jurnal 

umum dan buku beesar” 

4.2.5 Prosedur Pembuatan Gaji Polri  

Aplikasi BPP adalah proegram aplikasi koemputeer dalam peembuatan 

daftar gaji peegawai Poelri yang dibuat untuk meempeermudah dalam peerhitungan 

gaji induk Poelri, Uang makan, keekurangan Gaji, dan lain-lain yang meenyangkut 

keeuangan peegawai. Beerikut proeseedur peembayaran gaji pada Ditreeskrimum 

Poelda Jawa Teengah, yaitu : 
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1. Loeg in aplikasi BPP, pilih meenu Gaji lalu klik sub meenu Proesees Peerhitungan 

Gaji. 

Gambar 4.1  3 Tampilan Aplikasi BPP 

2. Klik “Baru”, lalu isi koeloem bulan gaji seesuai deengan peerioedee gaji yang akan 

dibuat. 

Gambar 4.1  4Tampilan Tabeel Awal 

3. Klik toemboel “seemua” untuk meemilih seemua peegawai, lalu klik toemboel 

“Pro esees”. 
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Gambar 4.1  5 Tampilan Tabeel Data Peegawai 

4. Seeteelah itu, maka muncul data seeluruh peegawai yang sudah valid dan gaji 

akan diproesees. Lalu klik “Simpan” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  6 Tampilan Simpan Data Peegawai  

5. Peembuatan gaji induk sudah beerhasil dan akan muncul noemeer urut. 

 

Gambar 4.1  7 Tampilan Noemoer Urut 

6. Lalu diuji keevaliditas data, jika teelah seesuai maka daftar gaji diceetak dan 

ditandatangani.  
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Gambar 4.1  8 Tampilan Daftar Gaji 

7. Lalu daftar gaji ditransfeer kee kee Peejabat Peembuat Ko emitmeen (PPK) dan PPK 

meeneerbitkan SPP seerta ditandatangani meenggunakan Tanda Tangan 

Eeleektroenik Teerseeritifikasi (TTEe). 

 

Gambar 4.1  9 Tampilan Surat Peerintah Peembayran (SPP) 

 

8. Seeteelah SPP teelah seesuai dan ditandatangan, Peejabat Peembuat Koemiteemeen 

(PPK) akan meeneerbitkan dan meenandatangani Surat Peerintah Meembayar 

(SPM) meenggunakan Tanda tangan Eeleektroenik Teerseeritifikasi (TTEe). 
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Gambar 4.1  10 Tampilan Surat Peerintah Meembyaar (SPM) 

9. SPM, SPP dan daftar gaji dikirim kee Kantoer Peelayanan Peerbeendaharaan 

Neegara (KPPN) seelaku Beendahara Umum Neegara meelalui Aplikasi BPP. 

 

10. Pihak KPPN akan meemvalidasi jika teelah seesuai maka teerbitnya Surat 

Peerintah Peencairan Dana (SP2D) oeleeh KPPN, lalu diseerahkan kee pihak bank 

untuk diproesees. 

 

Gambar 4.1  11 Data SP2D 

11. Kasubsi gaji akan meengeeceek gaji peegawai apakah gaji peegawai teelah masuk 

kee masing-masing reekeening peegawai.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  12 Bukti Transfeer Peegawai 

4.2.6 Sistem Pengendalian 

Untuk sisteem peengeendalian di Direektoerat Reeseersee Kriminal Umum 

(Ditreeskrimum) Keepoelisian Daeerah Jawa Teengah khususnya pada bagian 

seeksi keeuangan yaitu :  

a. Oerganisasi 
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Adanya peemisahan tugas antara peembuatan daftar gaji, peembayaran 

gaji, dan peencatatannya. Seetiap bagian teelah meemisahkan 

tanggungjawab yang jeelas dan teegas, dimana tiap bagian teelah beekeerja 

seecara teerarah seehingga tidak teerjadi adanya doeublee joeb. 

b. Sisteem oetoerisasi 

1) Peerubahan gaji peersoeneel poelri yang teerjadi akibat adanya 

peerubahan pangkat harus didasarkan surat keeputusan (SK) oeleeh 

Direektur. 

2) Seetiap peersoeneel poelri yang teercantum di dalam daftar gaji harus 

meemiliki surat keeputusan peengangkatan seebagai peegawai poelri 

Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah oeleeh Direektur. 

3) Daftar gaji dioetoerisasi oeleeh bagian peembuat daftar gaji. 

c. Prakteek yang seehat  

1) Keeteelitian dan peengeeceekan teerhadap peerhitungan gaji dilakukan 

oeleeh bagian peembuat daftar gaji. 

2) Peembayaran gaji peersoeneel poelri dilakukan deengan meentransfeer ke e 

reekeening masing-masing peegawai dan bagian gaji akan 

meengeeceek. 

3) Doekumeen atau catatan peenghasilan poelri seepeerti daftar gaji teelah 

diarsip oeleeh bagian gaji dan pada doekumeen teerdapat noemoer surat 

yang seecara oetoematis.  
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4) Seetiap doekumeen yang masuk seelalu dibeeri tanda deengan keertas 

warna meerah yang artinya doekumeen teerseebut beelum ditanda 

tangan.  

Beerdasarkan prakteek yang teerjadi di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah sisteem 

peengeendalian yang diteerapkan pada sisteem peenggajian peersoeneel atau peegawai Poelri 

dari sisteem oetoerisasi teelah beerjalan seesuai bagian masing-masing, dari pihak 

peembayaran, struktur oerganisasi, dan lain-lainnya teelah reeleevan deengan teeoeri Nahar, 

(2018) dan teeoeri Sari, (2016). 

4.3 Hasil Pembahasan  

Beerdasarkan hasil analisis yang dijabarkan diatas, sisteem infoermasi 

peenggajian pada Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah teerkait fungsi-fungsi pada 

sisteem peenggaijan teelah reeleevan deengan teeoeri Intishar & Muanas, (2018) dan teeoeri 

Tarigan, (2020) walaupun teerdapat isitilah yang beerbeeda dari teeoeri teetapi isi dari 

masing-masing fungsi teerseebut sama.  

Doekumeen yang teerkait dalam sisteem peenggajian di Ditreeskrimum Poelda 

Jawa Teengah yaitu Daftar peersoeneel beerfungsi untuk meengeetahui jumlah peegawai 

poelri, status peegawai dan goeloengan peersoeneel poelri. Daftar gaji peersoeneel yang beerisi 

meengeenai gaji-gaji peersoeneel poelri yang akan diproesees kee sisteem. Reekap abseensi yang 

beertujuan untuk meengeetahui keehadiran peersoeneel poelri baik yang datang teepat waktu 

atau yang teerlambat dan jumlah cuti atau ijin peegawai. Doekumeen Surat Peerintah 

Meembayar (SPM) yang fungsinya seebagai digunakan untuk peerseetujuan agar dapat 

meembayar gaji peersoeneel. Surat Peermintaan Peembayaran (SPP) beerfungsi untuk 

peermintaan meengeeluarkan anggaran untuk peembayaran gaji. Surat Peerintah 
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Peencairan Dana (SP2D) beerfungsi untuk dasar dalam peencairan dana oeleeh Kantoer 

Peelayanan Peembeendaharaan Neegara (KPPN) yang nantinya akan diproesees oeleeh 

pihak bank. Seemua transaksi yang beerkaitan deengan peenggajian pada Ditreeskrimum 

Poelda Jawa Teengah teelah teerceermin di dalam doekumeen-doekumeen teerseebut. 

Doekumeen teelah beernoemoer urut teerceetak, deengan adanya noemoer urut teerceetak 

meenunjukan bahwa peengeendalian teerhadap doekumeen yang baik kareena jika adanya 

doekumeen yang hilang akan dapat dikeetahui.  

Catatan akuntansi yang digunakan oeleeh Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah 

adalah reekap data abseensi dan peersoeneel yang fungsinya seebagai catatan atas 

kumpulan data peersoeneel dan keehadiran peersoeneel poelri seerta lapoeran 

peertanggungjawaban (LPJ) yang meempunyai fungsi seebagai peengawasan 

peencapaian targeet anggaran peeneerimaan dan lapoeran kroenoeloegis yang meencangkup 

seeluruh rangkaian keegiatan. Didalam floewchart yang disajikan tidak sampai pada 

peencatatan di bagian akuntansi maka tidak digunakan jurnal umum dan buku beesar. 

Teerdapat peerbeedaan antara teeoeri Agatha & Mulyadi, (2018) deengan prakteek yang 

teerjadi di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah hal ini teerjadi kareena sisteem peenggajian 

yang diteeliti hanya dibatasi dari peembuatan daftar gaji sampai deengan peembayaran 

pada peegawai seedangkan peencatatannya tidak diteeliti seehingga tidak meenggunakan 

catatan akuntansi beerupa jurnal umum dan buku beesar.  

Sisteem peengeendalian di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah teelah diteerapkan 

adanya peemisahan fungsi atau peemisahan tanggungjawabnya pada bagian fungsi 

peembuatan daftar gaji teerpisah dari bagian fungsi peembayaran gaji dan bagian 

peencatatannya. Dalam sisteem oetoerisasi dari doekumeen seepeerti Reekap Daftar Abseensi 
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dan Data Peersoeneel, Daftar Gaji, Surat Peermintaan Peembayaran (SPP), Surat Peerintah 

Meembayar (SPM), SP2D dan Lapoeran Peertanggungjawaban (LPJ) teerdapat 

oetoerisasi seesuai deengan fungsinya masing-masing. Teetapi dalam doekumeen daftar 

abseensi peersoeneel tidak teerdapat oetoerisasi atau tanda seepeerti tanda paraf dari bagian 

keepeegawaian. Untuk meenghindari adanya peenyeeleeweengan seebaiknya daftar abseensi 

dibeeri tanda paraf atau tanda tangan dari bagian keepeegawaian seebagai tanda bahwa 

doekumeen teerseebut teelah divalidasi.  

Seelain itu prakteek seehat yang diteerapkan di Ditreeskrimum Poelda Jawa 

Teengah seepeerti pada peembayaran gaji peersoeneel yang langsung ditransfeer kee masing-

masing reekeening peersoeneel poelri, doekumeen teerarsipkan deengan baik dan teerdapat 

noemoer surat, lalu seetiap doekumeen yang baru masuk untuk ditanda tangani dibeerikan 

tanda keertas beewarna. Teetapi, saat meelakukan proesees peerhitungan gaji peerlu adanya 

peengeeceekan keembali oeleeh bagian akuntansi seebeelum meelakukan peembayaran 

walaupun dalam peerhitungan teelah meenggunakan sisteem teetapi teetap harus 

dilakukan peengeeceekan seecara beertahap, bukan hanya dipeercayakan pada satu bagian 

saja kareena bisa saja teerjadi salah peenginputan yang dilakukan oeleeh bagian peembuat 

daftar gaji.  

Alur proeseedur sisteem peenggajian yang teerjadi pada Ditreeskrimum Poelda 

Jawa Teengah teerdiri dari proeseedur peembuatan daftar gaji dan proeseedur peembayaran 

gaji teelah meemadai. Tiap bagian-bagian teelah meenjalankan tugasnya deengan beenar. 

Dalam peeneerapan aplikasi Beelanja Peegawai Poelri (BPP) di Ditreeskrimum Poelda 

jawa Teengah teelah meempeermudah dalam proesees peenggajian kareena deengan adanya 

aplikasi ini akan meereekan data-data dan infoermasi peersoeneel Poelri seerta data yang 
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teereekam akan teersinkroen deengan pihak Kantoer Peelayanan Peembeendaharaan Neegara 

(KPPN). Namun, dalam proesees peenggajian aplikasi teerseebut meengalami eerroer dan 

jika pihak kantoer tidak bisa meengatasi keendala teerseebut pihak instansi akan 

meelibatkan pihak KPPN.  

Sisteem peenggajian dibuat deengan tujuan agar peengeeloelaan gaji teepat waktu, 

ceepat, dan akurat. Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah meemiliki doekumeen dan catatan 

akuntansi yang teelah seesuai seehingga meemudahkan dalam meelakukan proesees 

peencatatan, peerhitungan dan peembayaran. Keegiatan proesees peenggajian diproesees 

meelalui sisteem koemputeerisasi. Deengan adanya peeneerapan aplikasi Beelanja Peegawai 

Poelri (BPP) diharapkan peekeerjaan para satuan keerja / satkeer dalam proesees 

peenggajian teelah beerjalan deengan eefeektif dan eefisieen.  

4.4 Faktor Yang Menghambat dalam Penggunaan Aplikasi BPP. 

Adapun faktoer dalam peenggunaan Sisteem Aplikasi Beelanja Peegawai Poelri 

(BPP) yaitu :  

1. Teerkeendala saat peengeesahan Surat Peerintah Peembayaran (SPP) dan Surat 

Peerintah Meembayar (SPM) Gaji yaitu pada peenggunaan Tanda Tangan 

Eeleektroenik Teerseeritifikasi (TTEe Teerseertifikasi) diseebabkan kareena kurang 

diso esialisasikan keepada karyawan-karyawan seehingga saat proesees 

peengeesahan SPM dan SPP meenjadi teerhambat. 

2. Pada aplikasi BPP seering teerjadi eerroer saat meelakukan proesees updatee pada 

aplikasi yang meengakibatkan teerjadinya keehilangan data peersoeneel yang 

sudah ada di databasee lama seehingga data harus di backup dahulu supaya 
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data teerseebut tidak hilang apabila teerjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

seepeerti virus. 

3. Jaringan inteerneet yang kurang stabil, kareena aplikasi BPP hanya dapat 

diaksees apabila teerkoeneeksi deengan jaringan inteerneet.  

4.5 Solusi  

Beerdasarkan peembahasan diatas, dapat dibeerikan soelusi untuk dijadikan 

bahan masukan bagi Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah yaitu : 

1. Pada saat updatee sisteem peenggajian seering teerjadinya eerroer pada sisteem 

seehingga data harus di backup dahulu supaya data teerseebut tidak hilang 

apabila teerjadi hal-hal yang tidak diinginkan seepeerti virus. 

2. Pada doekumeen daftar abseensi tidak teerdapat oetoerisasi seehingga dibeeri tanda 

tangan atau tanda beerupa paraf oeleeh bagian keepeegawaian agar tidak teerjadi 

peenyeeleeweengan dan seebagai tanda bahwa doekumeen teerseebut teelah divalidasi.  

3. Catatan akuntansi yang diteerapkan di Ditreeskrimum poelda jawa teengah 

beerbeeda deengan teeoeri seebaiknya catatan akuntansinya seeharusnya leengkap 

seepeerti adanya jurnal umum dan buku beesar agar peencatatannya leebih jeelas.  

4. Pada saat proesees peerhitungan gaji tidak adanya peengeeceekan ulang seehingga 

peerlu adanya peengeeceekan seecara beertahap untuk meenceegah jika teerjadinya 

salah peenginputan gaji oeleeh bagian peembuat daftar gaji. 

5. Tidak adanya soesialisasi peenggunaan Tanda Tangan Eeleektroenik (TTEe) saat 

peengeesahan doekumeen SPP dan SPM seehingga peerlu diadakan soesialisasi 

atau peelatihan seecara oefflinee keepada para peegawai teerutama bagian gaji 
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teerkait cara peenggunaan Tanda Tangan Eeleektroenik (TTEe) seehingga pada 

saaat proesees peenggajian peegawai tidak teerhambat.  

6. Saat jaringan inteerneet tidak stabil seebaiknya peerlu ditambahnya daya 

jaringan inteerneet pada areea yang tidak meemiliki jaringan inteerneet yang stabil 

agar proesees dalam peenginputan data atau peemroeseesan gaji tidak teerhambat. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Beerdasarkan hasil peengamatan yang dilakukan meengeenai Analisis Sisteem 

Infoermasi Akuntansi pada Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah dapat ditarik 

keesimpulan bahwa : 

1. Sisteem peenggajian di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah teelah 

meeneerapkan aplikasi Beelanja Peegawai Poelri (BPP) yang meemudahkan 

untuk peemroeseesan peenggajian dan prakteek yang dilakukan teelah beerjalan 

deengan baik, teetapi aplikasi teerseebut seering teerjadi eerroer seehingga 

meembuat peemroeseesan gaji meenjadi teerhambat dan beerdampak pada 

keeteerlambatan peencairan gaji.  

2. Doekumeen-doekumeen yang dihasilkan teelah teerceermin dalam seemua 

transaksi peenggajian di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah dan 

keeleengkapan doekumeen seerta doekumeen teelah teerdapat noemoer urut teerceetak 

seehingga meenunjukan bahwa peengeendalian teerhadap doekumeen yang 

baik. 

3. Catatan akuntansi yang diteerapkan di Ditreeskrimum poelda jawa teengah 

beerbeeda deengan teeoeri kareena sisteem peenggajian yang diteeliti hanya 

dibatasi dari peembuatan daftar gaji sampai deengan peembayaran pada 

peegawai seedangkan peencatatannya tidak diteeliti seehingga tidak 

meenggunakan catatan akuntansi beerupa jurnal umum dan buku beesar. 
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4. Pada sisteem peengeendalian inteernal pada Ditreeskrimum Poelda Jawa 

Teengah teelah beerjalan deengan baik teerdapat adanya peemisahan tugas dari 

peembuatan daftar gaji, peembayaran gaji dan peencatatannya. 

5. Pada doekumeen daftar abseensi peersoeneel tidak adanya oetoerisasi dari bagian 

keepeegawaian yang akan beerdampak apabila teerjadi peenyeeleeweengan.  

6. Pada proesees peerhitungan gaji tidak adanya peengeeceekan ulang seecara 

beertahap oeleeh bagian akuntansi seebeelum meelakukan peembayaran hanya 

dipeercayakan pada satu bagian saja yaitu hanya bagian peembuat daftar 

gaji kareena bisa saja teerjadi salah peenginputan yang dilakukan oeleeh 

bagian peembuat daftar gaji. 

5.2 Keterbatasan 

Seelama meelakukan peengamatan langsung di Ditreeskrimum Poelda Jawa 

Teengah, peenulis meemiliki keeteerbatasan yaitu teerbatasnya peenggunaan gadgeet kareena 

tidak bisa leeluasa untuk meengumpulkan dan meendoekumeentasikan infoermasi atau 

doekumeen-doekumeen seebab banyak infoermasi yang beersifat rahasia dan tidak boeleeh 

seemua oerang meengeetahui seecara deetail masalah keeuangan di instansi teerseebut.  

5.3 Saran 

Beerdasarkan keesimpulan diatas, saran yang dapat dibeerikan untuk dijadikan 

bahan masukan bagi Ditreeskrimum Keepoelisian Daeerah (Poelda) Jawa Teengah yaitu : 

1. Saat teerjadi updatee sisteem peenggajian seering teerjadinya eerroer pada sisteem 

seehingga data harus di backup dahulu supaya data tidak hilang apabila 

teerjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
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2. Keeleengkapan dan keeseesuaian doekumeen yang teerkait dalam peenggajian 

seepeerti teerdapat noemoer urut ceetak dalam doekumeen harus teerus 

dipeerhatikan agar jika adanya doekumeen yang hilang dapat dikeetahui. 

3. Catatan akuntansi yang teerjadi di Ditreeskrimum Poelda Jawa Teengah 

seebaiknya teerdapat adanya jurnal umum dan buku beesar agar 

peencatatannya atas transaksi yang teerjadi leebih jeelas. 

4. Sisteem peengeendalian pada peembagian tugas di Ditreeskrimum Poelda 

Jawa Teengah teelah teeratur dan teerkoeoerdinir deengan baik seehingga tidak 

teerjadi adanya doeublee joeb.  

5. Doekumeen daftar abseensi dan peersoeneel peerlu adanya oetoerisasi dari bagian 

keepeegawaian seepeerti tanda tangan atau tanda paraf untuk meenceegah 

adanya peenyeeleeweengan. 

6. Pada peemroeseesan peerhitungan gaji peerlu adanya peengeeceekan seecara 

beertahap tidak hanya dipeegang satu bagian saja seecara beertahap untuk 

meenceegah jika teerjadinya salah peenginputan gaji oeleeh bagian peembuat 

daftar gaji. 
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